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Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan )
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai

dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi
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POKOK PERUBAHAN 3

Perubahan aplikasi pelaporan elektronik, dari
DJPOnline menjadi CoretaxDJP.

Penyederhanaan aplikasi melalui penggabungan
aplikasi untuk Instansi Pemerintah dan non-Instansi
Pemerintah.

Penyederhanaan formulir melalui penggabungan
SPT dan Bukti Pemotongan PPh 21 untuk Instansi
Pemerintah dan non-Instansi Pemerintah.

www.pajak.go.id



STRUKTUR PENGATURAN TERKAIT PPH 21/26 4

PWwnNR

Ketentuan Umum SPT PPh 21/26 (Pasal 3 s.d. Pasal 5)
Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bupot 21/26 (Pasal 6 s.d. Pasal 10)
Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian SPT PPh 21/26 (Pasal 11 s.d. Pasal 13)

Ketentuan Peralihan
a. Pembuatan, pembetulan, dan/atau pembatalan Bupot serta pembetulan dan/atau penyampaian
SPT untuk masa sebelum Januari 2025 berlaku ketentuan sebelum PER-11/2025 (Pasal 130 huruf a).
. Kompensasi lebih bayar dari masa Desember 2024 dan sebelumnya (Pasal 130 huruf b)
c. Formulir 1721-A2 untuk Pensiunan PNS, Anggota TNI dan Polri yang dipotong oleh selain instansi
pemerintah (Pasal 131 dan Lampiran A halaman 196 s.d. 203)

Penegasan atas Hal-Hal Tertentu

a. Pemotongan atas pegawai tetap yang memperoleh penghasilan dengan PPh yang DTP dan non-DTP
(Lampiran A halaman 160 s.d. 167)

b. Pembuatan Bukti Pemotongan BP21 Tambahan sehubungan dengan Pembetulan Kompensasi dari
Masa Pajak Desember 2024 (Lampiran A halaman 189 s.d. 195)

www.pajak.go.id



Ketentuan Umum SPT

Paragraf 1 | 55 ¢
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KETENTUAN UMUM SPT PPH PASAL 21/26

Fungsi SPT PPh 21/26 untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan:
a. penghitungan PPh 21/26 terutang

b. Pembuatan bukti pemotongan PPh 21/26

c. Penyetoran PPh 21/26 yang telah dippotong

. Kewajiban Pemotong
1) Membuat bukti pemotongan PPh 21/26

2) Menyampaikan bukti pemotongan PPh 21/26 kepada pegawai/pihak yang dipotong
3) Melaporkan bukti pemotongan PPh 21/26 menggunakan SPT PPh 21/26
. Hak Pemotong
1) Pembetulan/pembatalan bukti pemotongan PPh 21/26*
2) Membuat bukti pemotongan PPh 21/26 tambahan
3) Membetulkan SPT PPh 21/26 yang telah disampaikan**

*Dapat dilakukan pembetulan atau pembatalan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26, dengan syarat:
a. Belum dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan Bukper
b. Bupot dimaksud:

1) Belum diajukan keberatan
2) Diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan
3) diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak

**pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang telah disampaikan, dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan Bukper.

Pasal 3, 4, 10, dan 12 PER-11/2025
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Pasal 5 PER-11/2025

KETENTUAN PENGGUNAAN NPWP DAN NITKU

PELAPORAN TERPUSAT

Pemotong menggunakan NPWP untuk menyampaikan SPT

Pemotong menggunakan NPWP dan NITKU* untuk membuat bupot

Jika pemotong memiliki cabang, cantumkan NITKU cabang
yang melaksanakan administrasi pembayaran penghasilan

\ 4

Tempat pegawai
bekerja

HRD Tempat status

kepegawaian
terdaftar

» Tempat kontrak
ditandatangani

www.pajak.go.id



Bentuk dan Tata Cara Pembuatan

Paragraf 2 Bukti Pemotongan PPh 21/26
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PERSANDINGAN APLIKASI DAN BUKTI PEMOTONGAN PPH 21/26
APLIKASI DAN FORMULIR BUPOT PPH 21/26 SEBELUM DAN SETELAH CORETAX

PER-11/2024

PER-2/2024 PER-5/2024

Sarana untuk Membuat Bukti Pemotongan dan SPT Masa PPh Pasal 21/26

v" Dokumen Elektronik yang
dibuat dan disampaikan melalui
Modul eBupot dalam Portal WP

v Formulir kertas; atau

v" Dokumen Elektronik yang dibuat
dan disampaikan melalui Aplikasi
e-Bupot 21/26

v" Dokumen Elektronik yang dibuat dan
disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot
Instansi Pemerintah

Penyesuaian Formulir Bukti Pemotongan PPh Masa Pasal 21/26

v" Formulir BPAT
(Bupot bagi pegawai tetap/pensiunan)
v" Formulir BPA2
(Bupot bagi PNS/anggota TNI/POLRI dan
Pensiunannya)
v" Formulir BP21
(Bupot bagi bukan pegawai, pegawai tidak
tetap atau peserta kegiatan dst.)
v" Formulir BP26
(Bupot bagi WPLN)
v" Notifikasi Pemotongan PPh

21 Bulanan
(Notifikasi bagi pegawai tetap atau
pensiunan atas pemotongan bulanan)

v Formulir 1721-VI

(Bupot atas penghasilan yang tidak final
atau pemotongan PPh 26)

v Formulir 1721-VII

(Bupot atas penghasilan final)

v Formulir 1721-VIII

(Bupot bagi pegawai tetap atau pensiunan
atas pemotongan bulanan)

v Formulir 1721-A1

(Bupot bagi pegawai tetap/pensiunan)

J

(v Formulir 1721-A3

(Bupot bagi pegawai tetap (PNS dan anggota
PNS/POLRI serta pensiunannya) atas pemotongan
bulanan)

v Formulir 1721-B1

(Bupot atas penghasilan final dan yang tidak bersifat
final — selain penghasilan bulanan pegawai tetap)

v' Formulir 1721-26
(Bupot bagi WPLN)
v' Formulir 1721-A1
(Bupot bagi pegawai tetap/pensiunan)

v' Formulir 1721-A2
(Bupot bagi PNS/anggota TNI/POLRI dan
Pensiunannya)

J

Pasal 7 PER-11/2025
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BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BPA1)

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B1.1  Kode Objek Pajak : B.1.2  Objek Pajak
B.2 Janis Pamotongan

I PENGHASILAN BRUTO
GajiPensiun atau THTAHT
Tunjangan PPh
Tunjangan Lainmya, Uang Lembur dan Sebagainya
Haonorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya
Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja
Penerimaan Dalam bentuk Matura dan Kentkmatan Lainnya yang Dikenakan Pematongan PPh Pasal 21
Tantiem, Bonus, Gratifikesi. Jasa Produksi dan THR
Jumnlah Penghasilan Bruto (1 5.d 7)

L B

v

PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
Biaya Jabatan / Biaya Pensiun

luran terkait Pensiun atau Har Tua
Zakal alau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja
Jumlah Pengurangan (9 5.d 11)
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

Jumiah Penghasilan Neto (8- 12)

Penghasilan Meio dari Pemoiongan Sebelumnya

T -
=S

_—
=28

v

-
i

Jumlah Penghasilan Meto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 [Setahun/Disatahunkan)
Penghasilan Tidak Kana Pajak

Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan {15 - 16)

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan

PPh Pasal 21 Terutang

PPh Pasal 21 Dipolong dari Bukli Pemotongan Ssbelumnya

21, PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pematangan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)

BBE I3

v

22, PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong !/ Ditanggung Pemerintah
23, PPh Pasal 21 Kurang [Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember | Masa Pajak Terakhir (21 - 22)

v

B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBERIMASA PAJAK TERAKHIR [ 1

Kembali Ke Slide Sebelumnya

v

10

Jenis pemotongan:

a. Setahun penuh

b.  Kurang dari setahun

c.  Kurang dari Setahun yang
Penghasilannya Disetahunkan

Penghasilan bruto pegawai tetap atau
penerima penghasilan

hanya diisi dalam hal penerima penghasilan
merupakan pegawai pindahan dari pemberi
kerja lain & memilih untuk menggabungkan
Formulir BPA1 atau baru pensiun

merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang
dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan penerima penghasilan.

Jenis fasilitas:

a. Tanpa fasilitas

b.  PPh ditanggung pemerintah
c.  Fasilitas Lainnya

www.pajak.go.id



TAMPILAN BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PPH 21/26 DALAM CORETAX

BENTUK BUPOT PPH 21/26 CORETAX

Klik masing-masing Bupot untuk melihat:

: v" Notifikasi Pemotongan PPh
v Formulir BPAT v Formulir BP21

Bubot badi i tetap/ . (Bupot bagi bukan pegawai, pegawai tidak 21 _BU|anan )
(Bupot bagi pegawai tetap/pensiunan) tetap atau peserta kegiatan dst.) (Notifikasi bagi pegawai tetap atau
pensiunan atas pemotongan bulanan)

v i .
(IE:%L?FCT bL;hirPESP/énZ ota TNI/POLRI dan v' Formulir BP26
Peniiunan%ya) % (Bupot bagi WPLN)

Pasal 6 PER-11/2025



KETENTUAN DALAM PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PPH 21/26

KETENTUAN PEMBUATAN BUPOT PPH 21/26

Ketentuan

Penggunaan untuk Tiap Bukti
Pemotongan

BPA1 dan BPA2

Satu Bupot hanya untuk:

1. Satu penerima penghasilan

2. Satu kode objek pajak

3. Satutahun/bagian tahun pajak.

BP21 dan BP26

Satu Bupot hanya untuk:

1. Satu penerima penghasilan
2. Satu kode objek pajak

3. Satu masa pajak.

Penyerahan kepada
Pegawai/Penerima penghasilan.

Diserahkan untuk setiap masa
pajak terakhir misalnya untuk
masa Desember atau bulan
terakhir bekerja sebelum
pensiun/berhenti bekerja.

Harus diserahkan untuk setiap
BP21/BP26 yang dibuat.

Pasal 7 PER-11/2025

12



KETENTUAN PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PPH 21/26
KETENTUAN PEMBUATAN BUPOT 21/26

Bupot tidak perlu dibuat jika tidak ada pembayaran penghasilan

Bupot tetap dibuat dalam hal:

Tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 karena penghasilan < PTKP

PPh Pasal 21 nihil karena SKB atau tarif 0%

PPh Pasal 21 merupakan PPh Pasal 21 DTP

PPh Pasal 21 yang dipotong memperoleh fasilitas pajak sesuai ketentuan

PPh Pasal 26 nihil berdasarkan P3B

Pasal 8 PER-11/2025

13
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PENYAMPAIAN IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

PENERIMA PENGHASILAN HARUS MENYAMPAIKAN
INFORMASI IDENTITAS

WP Dalam Negeri

1. Nomor Pokok Wajib Pajak; atau

2. Nomor Induk Kependudukan

Pasal 9 PER-11/2025

14

WP Luar Negeri

Tax Identification Number (TIN) atau
identitas perpajakan lainnya

Dalam hal WP LN ingin menerapkan
ketentuan P3B, harus memberikan
SKD/tanda terima SKD

www.pajak.go.id



Paragraf 3

15

Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian
SPT PPh 21/26

www.pajak.go.id



SPT MASA PPH PASAL 21/26

16

BENTUK DAN ISI SPT MASA PPH PASAL 21/26

—— [ Induk ] Induk SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT MASA PPH | Klik untuk melihat Lampiran SPT Masa PPh Pasal 21/26 terdiri atas:
PASAL 21/26 1. Formulir L-IA

(Daftar pemotongan bulanan bagi pegawai tetap, PNS, anggota TNI/POLRI dan
Pensiunannya)

TAX 2. Formulir L-IB
__ (Daftar pemotongan untuk masa pajak terakhir misalnya bulan Desember atau
g p— O I [ Lampiran ] bulan saat berhenti bekerja karena pensiun bagi pegawai tetap, PNS, anggota
o — TNI/POLRI dan Pensiunannya)

3. Formulir L-ll
(Daftar Pemotongan Satu/Bagian Tahun Pajak bagi pegawai tetap, PNS, anggota

TNI/POLRI dan Pensiunannya)
4. Formulir L-lI

(Daftar Pemotongan selain untuk pegawai tetap, PNS, anggota TNI/POLRI dan
Pensiunannya)




SPT PPH PASAL 21/26

17

INDUK SPT

KEMENTERIAN KEUANGAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA ” N PW P/N I K Pe m OtO n
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PAIAICPENCHASILAN (PPh) INDUK 9
MASA PAJAK TAHUN PAJAK STATUS
T — » Jumlah PPh 21 dipotong pada masa tersebut
A2 Nama
A3 Alamat t
Ad o Tabaion : _ Jumlah kelebihan pemotongan PPh 21 dari
SPT 21/26 sebelumnya
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN
- S - s » Jumlah PPh 21 yang dibayar dengan
1. PPh Pasal 21 yang Dipotong

Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya SPZ D (l.l ntu k I nSta nSi Pemerinta h Pusat)

2
3. Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)

4. PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih sefor akan dikompensasikan)
5. PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan

6 PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan) .
Jumlah KB/(LB) pemotongan PPh 21. Dalam hal

II.NF:.MKPENGHASII.ANPASALH nrrme:::::suenmm n— YT g LB, akan dikompensasi ke masa berikutnya

) . ) ) » Jumlah KB/(LB) pemotongan PPh 21 dari
angka 4 SPT 21/26 yang dibetulkan

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO URAIAN KAP-KJS JUMLAH (Rp)

T —— = - = Jumlah KB/(LB) pemotongan PPh 21. Dalam hal

v

Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 26 dari Masa Pajak Sebelumnya

Pembayaran PPh Pasal 26 dengan SP2D {Hanya untuk Instansi Pemernintah) LB' a ka n d I ko m pe n sa SI ke ma Sa ma Sa be rl kUtnya

PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) {Apabila ada lebih sefor akan dikompensasikan)

PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan J um Ia h PPh 2 1 d ita ngg u ng pemerinta h Sela i n
6. PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan) .

iIl. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH peng hasilan teta P teratur PN S, a nggota
NO URAIAN KAP-KJS JUMLAH (Rp)

- - i o TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya.

oo e

v

D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

DA ,_| Wajib Pajak
‘ D2 I:l Kuasa

D3 Nama :

‘ D4 Tanggal :
D5 Pernyataan Waijib Pajak

1 www.pajak.go.id



I SPT MASA PPH PASAL 21/26
18

PENYAMPAIAN SPT MASA PPH PASAL 21/26

| Kurang Pemotong wajib melunasi jumlah pajak
Disetor yang kurang disetor

PENYAMPAIAN
SPT MASA PPHA
PASAL 21/26

Pasal 21/26 dapat dikompensasikan ke Masa Pajak

berikutnya tanpa harus berurutan.

[ Lebih ] Atas kelebihan penyetoran dalam SPT Masa PPh
Disetor




Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan dalam
Pengaturan PPh 21/26

19
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KETENTUAN PERALIHAN DALAM PPH PASAL 21/26

20
KETENTUAN PERALIHAN PPH 21/26
1. Pembuatan, pembetulan, dan/atau pembatalan Bupot 1. Pembuatan, pembetulan, dan/atau pembatalan Bupot
serta pembetulan dan/atau penyampaian SPT sesuai serta pembetulan dan/atau penyampaian SPT sesuai
ketentuan sebelumnya. ketentuan PER-11/2025.
2. Kompensasi LB dalam pembetulan SPT 21/26 sebelum 2. Kompensasi LB dalam pembetulan SPT 21/26 sejak
masa Desember 2024 dapat dikompensasi ke masa Januari 2025 dapat dikompensasi ke masa pajak
pajak berikutnya tanpa harus berurutan s.d. masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan.
Desember 2024.

Selanjutnya dapat dilakukan pembetulan SPT 21/26
masa Desember 2024 untuk dikompensasikan ke masa
pajak berikutnya tanpa harus berurutan.

V.V VvV

Sebelum Desember 2024 Desember 2024 Januari 2025 dan seterusnya

Masa Desember 2024 dan Sebelumnya
DJPOnline

1 www.pajak.go.id



KETENTUAN PERALIHAN DALAM PPH PASAL 21/26

1721-A2 UNTUK NON-INSTANSI PEMERINTAH

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA |
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT | 7%
NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

I8 |
FORMULIR 1721 - AZ

HITKU PEMOTONG

222222

ssssss

B. RINCIAK PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 31
URJ

Formulir 1721-A2 dibuat untuk pemotong
selain instansi pemerintah yang melakukan
pemotongan penghasilan Pensiunan PNS,
Anggota TNI dan Polri.

Telah diterbitkan penegasan ke unit vertical
a.n. Dirjen Pajak oleh Direktur Peraturan
Perpajakan | pemotong selain instansi
pemerintah dimaksud terdaftar.

21

1 www.pajak.go.id



Penegasan atas Hal-
Hal Tertentu

Penegasan terkait PPh 21/26

22
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I PENEGASAN ATAS HAL-HAL TERTENTU

PEMOTONGAN PENGHASILAN DTP dan NON-DTP

23

Dalam hal pegawai tetap memperoleh penghasilan teratur yang PPh-nya tidak DTP dan penghasilan tidak
teratur yang PPh-nya DTP dan atas penghasilan tidak teratur dimaksud diterima pada Masa Pajak selain

Masa Pajak terakhir:
1. Pemotong PPh 21/26 menghitung pemotongan secara terpisah, yaitu:

a.
b.

atas penghasilan dengan PPh yang ditanggung pemerintah; dan
atas penghasilan dengan PPh yang tidak ditanggung pemerintah;

berdasarkan tarif efektif masing-masing penghasilan.
2. Pada Masa Pajak terakhir dilakukan penghitungan kembali atas penghasilan yang PPh-nya DTP dan PPh-nya tidak
DTP dengan cara sebagai berikut.

a.
b.
C.

Dihitung seluruh PPh atas penghasilan selama satu/bagian tahun pajak (DTP dan tidak DTP)
Dihitung PPh atas penghasilan selama satu/bagian tahun pajak yang PPh-nya tidak DTP
Dihitung PPh terutang pada masa pajak terakhir atas PPh yang tidak DTP dengan mengurangkan hasil
penghitungan huruf b dengan jumlah PPh yang telah dipotong selain masa pajak terakhir yang PPh-nya tidak
DTP

Dihitung PPh atas penghasilan yang PPh-nya DTP dengan cara mengurangkan PPh atas seluruh penghasilan
sebagaimana dimaksud huruf a dengan PPh atas seluruh penghasilan yang PPh-nya tidak DTP sebagaimana
dimaksud huruf c

Dihitung PPh terutang pada masa pajak terakhir atas PPh yang DTP dengan mengurangkan hasil penghitungan
huruf d dengan jumlah PPh yang telah dipotong selain masa pajak terakhir yang PPh-nya DTP

www.pajak.go.id



PENEGASAN ATAS HAL-HAL TERTENTU

CONTOH PEMOTONGAN PENGHASILAN DTP DAN NON-DTP

24

Tuan X merupakan PPPK di K/L ABC sejak Januari 2025 (PTKP K/1). Tuan X menerima gaji dan tukin sebesar 15 juta
rupiah/bulan (Non-DTP). Pada bulan April 2025, Tuan X menerima tunjangan/insentif yang hanya diberikan pada bulan
tersebut sebesar 17 juta rupiah (DTP).

_______________________________________________________________________________________________

- = = e = e e e e e e e e e e e e e e e e e

Pemotong
membuat 1
Bupot 1721-A1

\ 4

1. Hitung PPh
untuk 1 tahun
pajak
(Rp13.200.000)

Masa pajak Desember 2025

2. Hitung PPh
R non-DTP untuk

1 tahun pajak
(Rp10.650.000)

4. Hitung PPh non-
DTP untuk masa
pajak terakhir
(Rp10.650.000 -
(Rp900.000 x 11) =
Rp750.000)

3. Hitung PPh
DTP untuk 1
tahun pajak

| (Rp13.200.000 -
Rp10.650.000 =
Rp2.550.000)

5. Hitung PPh DTP
untuk masa pajak
terakhir
(Rp2.550.000 -
Rp1.190.000) =
Rp1.360.000)

PPh dipotong
masa pajak
terakhir
(Rp750.000)

\ 4

PPh DTP masa
pajak terakhir
(Rp1.360.000)

________________________________________________________________________________________________

Catatan yang harus dibuat dan disampaikan Pemotong

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 DTP dan non-DTP PPh Pasal 21 KB/(LB) DTP PPh Pasal 21 KB/(LB) non-DTP
No NPWP/NIK Nama Nomor | Tanggal PPh Terutang | Kredit Pajak Jan | KB/(LB) Masa PPh Terutang | Kredit Pajak Jan | KB/(LB) Masa PPh Terutang | Kredit Pajak Jan | KB/(LB) Masa
Setahun s.d. Nov Pajak Terakhir Setahun s.d. Nov Pajak Terakhir Setahun s.d. Nov Pajak Terakhir
A1l A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A1l A12 A13 A4
1 NIK Tn. X X No. Bupot |Tgl. Bupot 13.200.000 11.090.000 2.110.000 2.550.000 1.190.000 1.360.000 10.650.000 9.900.000 750.000

Catatan untuk tiap pegawai harus disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan
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I PENEGASAN ATAS HAL-HAL TERTENTU

PEMBUATAN BP21 TAMBAHAN UNTUK PEMBETULAN KOMPENSASI DARI MASA DES 2024 25

Pembetulan SPT 21/26 Masa Desember 2024 yang mengakibatkan kelebihan pemotongan (LB) menjadi lebih

kecil dari SPT yang dibetulkan:
1. Mengisi selisih lebih kecil LB dimaksud pada angka 17 SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan Masa Des 2024
2. Selisih lebih kecil LB sebagaimana dimaksud angka 1 merupakan jumlah kurang bayar yang seharusnya dilunasi
sebelum menyampaikan pembetulan SPT karena LB telah dikompensasi ke masa pajak berikutnya dalam Coretax.
Atas kurang bayar yang seharusnya dilunasi tersebut, WP dapat:
a. melakukan pembayaran dan tidak perlu melakukan pembetulan LB yang telah dikompensasi dalam Coretax;
atau
b. memilih untuk membuat Bukti Pemotongan 21/26 BP21 tambahan dengan KOP 21-100-38 dalam SPT 21/26
Masa Pajak berikutnya yang pertama belum disampaikan sejak pembetulan SPT 21/26 masa Desember
disampaikan.
c. tidak dikenai sanksi atas keterlambatan penyetoran pajak dalam hal pembetulan sebagaimana dimaksud huruf a
atau b disebabkan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya.

www.pajak.go.id



PENEGASAN ATAS HAL-HAL TERTENTU

CONTOH PEMBUATAN BP21 TAMBAHAN UNTUK PEMBETULAN KOMPENSASI 26

Contoh Pembetulan SPT 21/26 Masa Desember 2024 yang mengakibatkan kelebihan pemotongan (LB) menjadi lebih

kecil dari SPT yang dibetulkan

1. PT HIJ menyampaikan SPT 21/26 Masa Desember 2024 dengan status LB 25 juta pada 15 Januari 2025.

2. PT HIJ) menyampaikan SPT 21/26 Masa Januari 2025 dengan status KB 8 juta pada 12 Februari 2025.

3. PT HIJ pada 28 Februari 2025 menemukan bahwa LB pada SPT 21/26 Masa Desember 2024 seharusnya 10 juta bukan
25 juta. Atas kompensasi LB dari SPT 21/26 Masa Desember 2024 yang tidak seharusnya dimanfaatkan PT HlJ sebesar
15 juta, PT HIJ memilih untuk membuat Bukti Pemotongan 21/26 BP21 tambahan dengan KOP 21-100-38 dalam SPT
21/26 Masa Februari 2025.

4. PT HI) pada 11 Maret 2025 menyampaikan SPT 21/26 Februari dengan status KB 22 juta dengan rincian sebagai
berikut.
a. Pemotongan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sebesar 7 juta.
b. Pemotongan dalam bukti Pemotongan 21/26 BP21 tambahan dengan KOP 21-100-38 sebesar 15 juta.

SPT 21/26 Des 2024 Normal =» LB 25 juta 1. SPT 21/26 Jan 2025 Normal = KB 8 juta 1. SPT 21/26 Feb 2025 Normal =» KB 22 juta
2. Membuat SPT 21/26 Des 2024 pembetulan
2. Menemukan bahwa LB SPT 21/26 Des > 1B 10juta
2024 seharusnya 10 juta bukan 25 juta
I __________________________________________________________________________I ________________________________________________________________________|
12/02  28/02 11/03

Desember 2024 Januari 2025 Februari 2025 Maret 2025
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PENEGASAN ATAS HAL-HAL TERTENTU

CONTOH PEMBUATAN BP21 TAMBAHAN UNTUK PEMBETULAN KOMPENSASI

SPT 21/26 Des 2024 Normal =» LB 25 juta

1. SPT 21/26 Jan 2025 Normal =» KB 8 juta

27

1. SPT 21/26 Feb 2025 Normal =» KB 22 juta
2. Membuat SPT 21/26 Des 2024 pembetulan

2. Menemukan bahwa LB SPT 21/26 Des > LB 10juta
2024 seharusnya 10 juta bukan 25 juta
|
12/02  28/02 11/03

Desember 2024 Januari 2025

Februari 2025

(1) SPT Normal Masa Desember 2024

1.

JUMLAH {PERJUMLAHAN ANGHKA 15.0.10) | | 30 | 300.000.000,00

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAL PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR

11a.

PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH

1z.

STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)

13.

KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DANIATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK SEBELUMNYA
wsaeaac [ T[T JL JTL I JC I I I LI I
o1 o2 03 04 05 o8 o7 o3 o8 10 11 12

Keterangan:

TAHUN KALENDER jyywyi

14.

JUMLAH [ANGKA 12 + ANGKA 13)

15.

PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (aNGKA 11 KOLCM 6 - ANGKA 113 - ANGKA 14)

LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 10 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DANATAU PADA ANGKA 16 APABILA PPh LESIH DISETOR

16.

PPh PASAL 21 DANATAL PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN

{PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT Y ANG DIBETULKAN}

17.

PPh PASAL 21 DANFATAL PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KAREMA PEMBETULAN
{ANGKA 15 - ANGKA 1B)

18.

KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGHKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy)

(25.000.000)
JUMLAH (Rp)
(25.000.000)
1 2028

HALAMAN 1 [

Maret 2025
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PENEGASAN ATAS HAL-HAL TERTENTU

CONTOH PEMBUATAN BP21 TAMBAHAN UNTUK PEMBETULAN KOMPENSASI 28
SPT 21/26 Des 2024 Normal =» LB 25 juta 1. SPT 21/26 Jan 2025 Normal = KB 8 juta 1. SPT 21/26 Feb 2025 Normal =» KB 22 juta
2. Membuat SPT 21/26 Des 2024 pembetulan
=> LB 10 juta

2. Menemukan bahwa LB SPT 21/26 Des
2024 seharusnya 10 juta bukan 25 juta

12/ 28/02 11/03

Desember 2024 Januari 2025 Februari 2025 Maret 2025

SPT Normal Masa Januari 2025

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO URAIAN KAP-KJS JUMLAH (Rp)
a1 B2 83 84

1. PPh Pasal 21 yang Dipotong 8.000.000
2. Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dar Masa Pajak Sebelumnya 25.000.000
3. Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah) -
4. PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan) (17.000.000)
5 PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan

6.  PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)

L www.pajak.go.id



PENEGASAN ATAS HAL-HAL TERTENTU

CONTOH PEMBUATAN BP21 TAMBAHAN UNTUK PEMBETULAN KOMPENSASI

Desember 2024

SPT 21/26 Des 2024 Normal =» LB 25 juta

1. SPT 21/26 Jan 2025 Normal =» KB 8 juta

2. Menemukan bahwa LB SPT 21/26 Des
2024 seharusnya 10 juta bukan 25 juta

12/02  28/02

Januari 2025 Februari 2025

(3) SPT Pembetulan Masa Desember 2025

11. |JUMLAH [PEMJUMLAHAN ANGKA 1 5.0. 10) | | 15 ‘ 100.000.000,00 " (10.000.000)
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURAMG (LEBIH) DISETOR JUMLAH (Rp)

11a. |PPh PASAL 21 DAN/ATAL PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH

12. |STP PPh PASAL 21 DAN/ATAL PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)
KELEBIHAM PENYETORAM PPh PASAL 21 DANIATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK SEBELUMNYA
wearanc [ JLICICICICICICIC I I -

13, M 02 03 04 05 08 O7 0B 08 10 11 12 TAHUMN KALENDER ryry)

Keterangan:

14, |JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)

15. [PPh PASAL 21 DAN/ATAL PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM & - ANGKA 11a - ANGKA 14) (10.000.000)
LANJUTHAN PENGISIAN PADA ANGKA 10 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DANATAL PADA ANGKA 15 APABILA PPn LEBIH WSETOR

16 PPh PASAL 21 DAN/ATAL PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADASPT YANG DIBETULKAN (25.000.000)
(FINDAHAN DARI BAGIAM B ANGKA 15 DARI SPT ¥ ANG DIBETULKAN)

17 PPh PASAL 21 DAN/ATAL PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KAREMA PEMBETULAN 15.000.000
[ANGHA 15 - ANGHA 18)

18. |KELEBIHAN SETOR PADA AMGEA 13 ATAL ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADAMASA PAJAK mm - yyyy)

=] “RALAMAN 1 [ |

29

1. Membuat SPT 21/26 Des 2024 pembetulan

=> LB 10 juta

2. SPT 21/26 Feb 2025 Normal = KB 22 juta

11/03

Maret 2025
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PENEGASAN ATAS HAL-HAL TERTENTU

CONTOH PEMBUATAN BP21 TAMBAHAN UNTUK PEMBETULAN KOMPENSASI

SPT 21/26 Des 2024 Normal =» LB 25 juta

1. SPT 21/26 Jan 2025 Normal =» KB 8 juta

2. Menemukan bahwa LB SPT 21/26 Des
2024 seharusnya 10 juta bukan 25 juta

1.

30

Membuat SPT 21/26 Des 2024 pembetulan

=> LB 10 juta

2. SPT 21/26 Feb 2025 Normal = KB 22 juta

Desember 2024

12/02  28/02

Januari 2025 Februari 2025

(4) SPT Normal Masa Februari 2025

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO
B

1.

@ o

URAIAN KAP-KJS JUMLAH (Rp)
B2 83 B4
PPh Pasal 21 yang Dipotong

Kelebihan Penyeloran PPh Pasal 21 dar Masa Pajak Sebelumnya
Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya uniuk Insfansi Pemerintah)

PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Drsetor (1-2-3) (Apabila ada lebif setor akan dikompensasikan) 5.000.000
PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disefor pada SPT yang Dibetulkan

PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Sefor akan dikompensasikan)

22.000.000
17.000,000

11/03

Maret 2025
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PENEGASAN ATAS HAL-HAL TERTENTU

CONTOH PEMBUATAN BP21 TAMBAHAN UNTUK PEMBETULAN KOMPENSASI

Contoh BP21 tambahan untuk
pembetulan kompensasi yang
wajib dibuat PT HIJ

KEMENTERIAN KEUANGAN BUKTI PEMOTONGAN

REPUBLIK INDONESIA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK
sl BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BP21
PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN MASA PAJAK SIFAT PEMOTONGAN STATUS BUKTI PEMOTONGAN
250004JSH 022025 FINAL NORMAL

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A1 NIKNPWP 9390000000993000
A2 Nama PENERIMA PENGHASILAN
A3 NITKU 9390000000393000000000 - PENERIMA PENGHASILAN

B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG
B.1 Jenis Fasitas : Tanpa Fasiitas

KODE OBJEK OBJEK PAJAK PENGHASILAN DPP (%) TARIF (%) PPh DIPOTONG (Rp)
PAJAK BRUTO (Rp)
82 (4} L0 8s [ (%]
21-100-38 Penyesuaian Nilai Kompensasi 0 0 0 15.000.000
dari Masa Pajak Sebelumnya
B8  Dokumen Referensi Jenis Dokumen Dokumen Lannya Tanggal Dokumen: 11 Maret 2025
BS Nomor Dokumen SPT Masa PPh Pasal 21/26 Desember 2024 Pembetulan 1
C1  NPWPNIKK 1234567891011121
C2  NITKU atau Nomor identitas Subunit Organisas 1234567891011121000000
C3  Nama Pemotong PT HIY
C4  Tanggal 11 Maret 2025
C5 Tuan A
Ccsé Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah
saya tandatangani secara elektronk

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti
Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperiukan tanda tangan basah

31
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u Terima kasih
d. Pajak Kita, Untuk Kita
IP

OO DitjenPajakrl www.pajak.go.id (@ 1500 200

www.pajak.go.id



BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BPA1)

NOMOR BUKT| PEMOTONGAN

A1 NIKNPWP

PERIODE PENGHASILAN

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEGAWAI TETAP ATAL PENSIUNAN YANG MENERIMA
UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA

BPA1

SIFAT PEMOTONGAN

STATUS BUKT| FEMOTONGAN

v

A |DENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A2 Mama
A3 Alamat

A4 Jenis Kelamin
A5  Status PTKP

&l El [m]
R L i s

v

AL Posisi
AT Pegawai Asing

A4  Hoda Megara

A.10 Bekerja di Lebih dari Satu Pembsari
Farja

Kembali Ke Slide Sebelumnya

v

Jenis Bukti Pemotongan

Sifat Pemotongan (Tidak Final)
Status Bupot

a. Normal
b. Pembetulan
C. Pembatalan

NPWP untuk WNA

Status PTKP

a. K Kawin

b. TK: Tidak Kawin

c.  HB: Hidup Berpisah
PTKP bagi suami-istri yang telah
hidup berpisah (HB) untuk masing-
masing diperlakukan seperti WP
tidak kawin sehingga dipilih TK

33
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BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BPA1)

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B1.1  Kode Objek Pajak : B.1.2  Objek Pajak
B.2 Janis Pamotongan

I PENGHASILAN BRUTO
GajiPensiun atau THTAHT
Tunjangan PPh
Tunjangan Lainmya, Uang Lembur dan Sebagainya
Haonorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya
Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja
Penerimaan Dalam bentuk Matura dan Kentkmatan Lainnya yang Dikenakan Pematongan PPh Pasal 21
Tantiem, Bonus, Gratifikesi. Jasa Produksi dan THR
Jumnlah Penghasilan Bruto (1 5.d 7)

L B

v

PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
Biaya Jabatan / Biaya Pensiun

luran terkait Pensiun atau Har Tua
Zakal alau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja
Jumlah Pengurangan (9 5.d 11)
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

Jumiah Penghasilan Neto (8- 12)

Penghasilan Meio dari Pemoiongan Sebelumnya

T -
=S

_—
=28

v

-
i

Jumlah Penghasilan Meto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 [Setahun/Disatahunkan)
Penghasilan Tidak Kana Pajak

Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan {15 - 16)

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan

PPh Pasal 21 Terutang

PPh Pasal 21 Dipolong dari Bukli Pemotongan Ssbelumnya

21, PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pematangan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)

BBE I3

v

22, PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong !/ Ditanggung Pemerintah
23, PPh Pasal 21 Kurang [Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember | Masa Pajak Terakhir (21 - 22)

v

B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMEERMASA PAJAK TERAKHIR ’

Kembali Ke Slide Sebelumnya

v

34

Jenis pemotongan:

a. Setahun penuh

b.  Kurang dari setahun

c.  Kurang dari Setahun yang
Penghasilannya Disetahunkan

Penghasilan bruto pegawai tetap atau
penerima penghasilan

hanya diisi dalam hal penerima penghasilan
merupakan pegawai pindahan dari pemberi
kerja lain & memilih untuk menggabungkan
Formulir BPA1 atau baru pensiun

merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang
dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan penerima penghasilan.

Jenis fasilitas:

a. Tanpa fasilitas

b.  PPh ditanggung pemerintah

c.  Kurang dari Setahun yang
Penghasilannya Disetahunkan

www.pajak.go.id



BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BPA1)

CA1
c.2
C3
C4
C5
C.6

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

NPWP/NIK

NITKU atau Nomor ldentitas Subunit Organisasi
Nama Pemotong

Tanggal

Nama Penandatangan

Pemyataan

Dokumen ini telah dibubuhkan sertifikat elekironik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elekironik
{BSrE}-B5E5N danfatau PSrE. Untuk memastikan keaslian serifikat elektronik, silahkan
pindai QR Code atau unggah dokumen pada laman hitps: (e kominfo.go.idiverify/PDF

35

— > NPWP/NIK Pemotong

Kembali Ke Slide Sebelumnya

5 Diisi NITKU atau Id Subunit Organisasi
masing-masing tempat kegiatan usaha yang
melaksanakan sebagian atau  seluruh
administrasi yang terkait dengan
pembayaran penghasilan.
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BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BPA2)

A1
A2
A3

A4
A5
Ab

Kembali Ke Slide Sebelumnya

—
EEEE&EEQI{?&EO}FJEE%?EGAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
DIRFICTERAT JENDERAL RAAK INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BPA2
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA >
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN PERIODE PENGHASILAN SIFAT PEMOTONGAN STATUS BUKTI PEMOTONGAN
NIK/NPWP ;
Nama
Alamat _
NIP/NRP A7 Status PTKP
Jenis Kelamin A8 Posisi
Pangkat/Golongan A9 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi
Kerja
L

36

Jenis Bukti Pemotongan

Sifat Pemotongan (Tidak Final)
Status Bupot

a. Normal
b. Pembetulan
C. Pembatalan

Diisi NIP/NRP Pegawai

Status PTKP

a. K Kawin

b. TK: Tidak Kawin

c.  HB: Hidup Berpisah
PTKP bagi suami-istri yang telah
hidup berpisah (HB) untuk masing-
masing diperlakukan seperti WP
tidak kawin sehingga dipilih TK

www.pajak.go.id



BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

37

v

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BPA2) Jenis pemotongan:

a. Setahun penuh
b.  Kurang dari setahun

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 _ C. Kura ng dari Setahun yang

B11  Kode Objek Pajak : B.12 Objek Pajak ) :
B2  Jenis Pemotongan Penghasilannya Disetahunkan

| PENGHASILAN BRUTO . .
Gaii Pokok/Pensiun Penghasilan bruto pegawai tetap atau

Tunjangan Istri penerima penghasilan

Tunjangan Anak

v

Tunjangan Perbaikan Penghasilan
Tunjangan Struktural / Fungsional
Tunjangan Beras

Tunjangan Lain-ain

Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya yang Pembayarannya Terpisah dari Pembayaran Gaji
Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d. 8)

[} PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

10. Biaya Jabatan / Biaya Pensiun

1. luran terkait Pensiun atau Hari Tua

12. Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja
13. Jumlah Pengurangan (10 s.d 12)

n PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
14. Jumlah Penghasilan Neto (9 - 13)

15. Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya .
16. Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun / Disetahunkan) merupa kan Jumlah PPh Pasal 21 yang

17.  Penghasilan Tidak Kena Pajak dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan
18.  Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (16 - 17) (SPT) Tahunan penerima peng hasilan.

19. PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan

20. PPh Pasal 21 Terutang

21. PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya

22 PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)
23. PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong

24.  PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (22 - 23) Ke m ba I | Ke S | |d e Se b el um nya

v

© @ N® M R

hanya diisi dalam hal penerima penghasilan
merupakan pegawai pindahan dari pemberi
kerja lain & memilih untuk menggabungkan
Formulir BPA1 atau baru pensiun

v

1 www.pajak.go.id



BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BPA2)

(o8| NPWP

c2 NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi
C3 Nama Pemotong

C4 Tanggal

Cb Nama Penandatangan

C6 Pemyataan

Diokumen ini telah dibubuhkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik
(BSrE}-BSSN dan/atau PSrE. Untuk memastikan keaslian sertifikat elektronik, silahkan
pindai QR Code atau unggah dokumen pada laman hitps:/itte.kominfo.go.id'verify/PDF

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

—  NPWP/NIK Pemotong

Kembali Ke Slide Sebelumnya

melaksanakan  sebagian

administrasi yang terkait

pembayaran penghasilan.
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L Diisi NITKU atau Id Subunit Organisasi
masing-masing tempat
usaha/instansi pemerintah

kegiatan

yang
seluruh
dengan
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BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BP21)

KEMENTERIAN KEUANGAN BUKTI PEMOTONGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN MASA PAJAK SIFAT PEMOTONGAN

Al
A2
A3

NIK/NPWP
Nama

REPUBLIK INDONESIA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK
BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN

BP21

STATUS BUKTI PEMOTONGAN

v

v

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

NITKU

Kembali Ke Slide Sebelumnya

Jenis Bukti Pemotongan

Sifat Pemotongan (Final/Tidak Final)

Status Bupot
a. Normal

b. Pembetulan
c. Pembatalan

Diisi NITKU penerima penghasilan.
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BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BP21)

40
> Jenis fasilitas:
a. Tanpa fasilitas
b.  PPh ditanggung pemerintah
c.  Kurang dari Setahun yang

Penghasilannya Disetahunkan

B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG
B

i Jenis Fasilitas
KODE OBJEK OBJEK PAJAK PENGHASILAN DPP (%) TARIF (%) PPh DIPOTONG (Rp)
PAJAK BRUTO (Rp)
B2 B3 B4 B.S

B.6 B.T

B.8
B9

Dokumen Referensi Jenis Dokumen

Tanggal Dokumen:
Nomor Dokumen

_ Penghasilan bruto pegawai tetap atau
penerima penghasilan

Kembali Ke Slide Sebelumnya

» merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang
dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan penerima penghasilan.

www.pajak.go.id
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TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BP21)

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C1  NPWPMNIK

C.2 MITKL atau Nomor Identitas Subunit Organisasi
C.3 Mama Pemotong

C4  Tanggal

C.5  Mama Penandatangan

C6  Pemyataan

— ~ NPWP/NIK Pemotong

Kembali Ke Slide Sebelumnya

melaksanakan  sebagian

administrasi yang terkait

pembayaran penghasilan.
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Diisi NITKU atau Id Subunit Organisasi
masing-masing tempat
usaha/instansi pemerintah
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TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BP26)

—> Jenis Bukti Pemotongan

MINISTRY OF FINANCE WITHHOLDING SLIP

REPUBLIC OF INDONESIA R B

DIRECTORATE GENERAL OF TAXES ARTICLE 26 INCOME TAY BP26 . )

» Sifat Pemotongan (Final)
NUMBER TAX PERIOD INCOME TAX STATUS WITHHOLDING SLIP STATUS
—— » Status Bupot

A. INCOME RECIPIENT a.  Normal
A1 TN -. b. Pembetulan
A% Rarme : c.  Pembatalan
A3 Address
Ad Country
A5 Date of Birth : AT  Birthcity
AB Passpor Number - Al KITAS/KITAP Number

— Diisi nomor KITAS/KITAP.

Kembali Ke Slide Sebelumnya
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TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BP26)

v

Jenis fasilitas:

a. Tanpa fasilitas

b.  PPh ditanggung pemerintah

c.  Kurang dari Setahun yang
Penghasilannya Disetahunkan

B. INCOME TAX WITHHELD

B.1 Tax Certificate :

Certificate of Domicile Receipt Number : S Peng hasilan bruto pegawai tetap atau
TAX OBJECT TAX OBJECT GROSS INCOME (Rp) ~ DEEMED NET TAXRATE (%)  INCOME TAX (Rp) penerima penghasilan
CODE INCOME RATE (%)
B2 83 B4 85 B 87

v

jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong.

B.A Reference Document  Document's Type : Document's Date :
B.9 Document's Number

Kembali Ke Slide Sebelumnya

1 www.pajak.go.id
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TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BP26)

C. WITHHOLDING AGENT

C1 TIN

c2 Place of Business Activity / Subunit Organization
Identification Number

C3  Withholding Agent Name
C4  Date

C5  Signer's Name

C6  Taxpayer Declaration

Kembali Ke Slide Sebelumnya

— ~ NPWP/NIK Pemotong

Diisi NITKU atau Id Subunit Organisasi

masing-masing tempat kegiatan
usaha/instansi pemerintah yang
melaksanakan sebagian atau  seluruh
administrasi yang terkait dengan

pembayaran penghasilan.
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NOTIFIKASI PEMOTONGAN PPH 21 BULANAN

TAMPILAN NOTIFIKASI PEMOTONGAN PPH 21 BULANAN

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot v Surat Pemberitahuan (SPT) ¥ Bantuan ¥ Pembayaran v Buku Besar Layanan Wajib Pajak ¥ Manajemen Akses ~

& Kotak Masuk

¥a Tandai Semua Telah Dibaca

Semua Baca Belum dibaca

r-T.T. E

Pengirim T| Subjek T|

eTax Indonesia You receive new Withholding Slip. Please check details.

Tanggal Terkirim T]

11-06-2025 14:26:18

Portal Saya = e-Faktur eBupot = Surat Pemberitahuan (SPT) = Bantuan ~ Pembaysran = Buku Besar  Layanan Wajib Pajak =  Manajemen Akses =

Detail Pesan

Pemgarien
Subjek

51

eTax Indonesia

You recenie new \Withholding Slip, Please check details

BT U A®E E=E= s @Bw L

Withholder TINMNIK
Regards, eTax Indonesia

You receive new Withholding Slip. Please find the details below: Withholding Ship Number

Withholdar Mame Tax Base: . Income Tax Withheld

Kembali Ke Slide Sebelumnya
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Untuk melihat notifikasi pemotongan PPh 21
Bulanan dapat diakses melalui Portal Wajib
Pajak milik Pegawai pada menu “Portal Saya”
kemudian pilih “Notifikasi Saya”.

o  Cdp

I W EIRETERE e-Faktur  eBupot -

Surat Pemberitahuan (SPT) ~

Dokumen Saya

Notifikasi Saya

Lihat notifikasi yang disampaikan untuk Anda

Dalam hal notifikasi belum muncul klik
reload berikut.

Notifikasi pemotongan PPh 21 Bulanan

Contoh Notifikasi pemotongan PPh 21
Bulanan

www.pajak.go.id
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INDUK SPT

KEMENTERIAN KEUANGAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA ” N PW P/N I K Pe m OtO n
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PAIAICPENCHASILAN (PPh) INDUK 9
MASA PAJAK TAHUN PAJAK STATUS
T — » Jumlah PPh 21 dipotong pada masa tersebut
A2 Nama
A3 Alamat t
Ad o Tabaion : _ Jumlah kelebihan pemotongan PPh 21 dari
SPT 21/26 sebelumnya
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN
- S - s » Jumlah PPh 21 yang dibayar dengan
1. PPh Pasal 21 yang Dipotong

Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya SPZ D (l.l ntu k I nSta nSi Pemerinta h Pusat)

2
3. Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)

4. PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih sefor akan dikompensasikan)
5. PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan

6 PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan) .
Jumlah KB/(LB) pemotongan PPh 21. Dalam hal

II.NF:.MKPENGHASII.ANPASALH nrrme:::::suenmm n— YT g LB, akan dikompensasi ke masa berikutnya

) . ) ) » Jumlah KB/(LB) pemotongan PPh 21 dari
angka 4 SPT 21/26 yang dibetulkan

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO URAIAN KAP-KJS JUMLAH (Rp)

T —— = - = Jumlah KB/(LB) pemotongan PPh 21. Dalam hal

v

Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 26 dari Masa Pajak Sebelumnya

Pembayaran PPh Pasal 26 dengan SP2D {Hanya untuk Instansi Pemernintah) LB' a ka n d I ko m pe n sa SI ke ma Sa ma Sa be rl kUtnya

PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) {Apabila ada lebih sefor akan dikompensasikan)

PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan J um Ia h PPh 2 1 d ita ngg u ng pemerinta h Sela i n
6. PPh Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan) .

iIl. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH peng hasilan teta P teratur PN S, a nggota
NO URAIAN KAP-KJS JUMLAH (Rp)

- - i o TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya.

oo e

v

D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

DA ,_| Wajib Pajak
‘ D2 I:l Kuasa

D3 Nama :
‘ D4 Tanggal :

oo R Kembali Ke Slide Sebelumnya
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Formulir L-1A (Daftar Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap)

DAFTAR PEMOTONGAN BULANAN PPH PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA

L-IA

1 NFWPINIK

iz MasA AR (mmayert [ [ |0 [ [ ]

HNITKLUMOMOR IDENTITAS

. RS SUBUNIT ORGAMNISASH

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PPh PASAL 21 DILAKUKAN PEMOTONGAN

TOTAL TOTAL PENGHASILAN BRUTO, PPh DIPOTONG DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH




SPT PPH PASAL 21/26

Formulir L-IB (Daftar Pemotongan Pegawai Tetap pada Masa Pajak Terakhir)

DAFTAR PEMOTONGAN PPH PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,

ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA UNTUK MASA PAJAK TERAKHIR

L-IB

141 NPV

2 MARA PAJAK (mm-yyyy]

N B S

HEWPNIK

HAMA

NOMOR

BUKT! PEMOTONGAN

TAMGGAL

HODE CRJER PALAK

PEMNGHASILAN BEUTE (Ra)

PP TERUTANG (Ra)

FASILITAS PAJAK

KODE NEGARA

HITHU/NOMOR IDENTITAS

SUBLNIT CRGANISASI HAPE

STATUS

25 JUMLAH PENGHASILAN BRUTD DAN PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

20 JUMLAH PENGHASILAN BRUTD DAN PPh PASAL 21 DILAKUKAN PEMOTONGAN

H

27 TOTAL FENGHASILAN BRUTO, PPh DIPOTONG DAN PPh ITANGGUNG PEMERINTAM

Kembali Ke Slide Sebelumnya

48

www.pajak.go.id



SPT PPH PASAL 21/26

Formulir L-1l (Daftar Pemotongan Pegawai Tetap untuk Satu/Bagian Tahun Pajak)

49

DAFTAR PEMOTONGAN SATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAITPENSIUN SECARA
BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA

H 1 NPWP/NIK

2 MASA PAJAK (mm-yyyy)

N I

L-ll

BUKTIPEMOTONG AN

NO HPWRNIK HAMA

NOMOR

TANGGAL (dd - mm - yyyy)

HKODE DBJEK PAJAK

FPENGHASILAN BRUTO
Rpl

PPh TERUTANG

MASA PERODLEHAN PENGHASILAN

KODE NEGARA

NITKU/NOMOR
IDENTITAS TEMPAT
KEGIATAN USAHA

STATUS

AL

AS

Al

Al

AD

A0

A

Az

TOTAL

Ti

Kembali Ke Slide Sebelumnya
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Formulir L-11l (Daftar Pemotongan Selain untuk Pegawai Tetap

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 SELAIN PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG
TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA

H NPWP/NIK

M2 MASA PAJAK (mm-yyyy) ]

BUKTI PEMOTONGAN

UTANG MITKUNOMOR.
Mo HPWPINIK AN JEMNIS PPR HODE OBJEK PAJAK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Rp) FER ‘Eﬁp:a FASILITAS PAJAK IDENTITAS SUBUNIT HAP-HIS STATUS
NOMOR TANGGAL L ORGANISASI

JUMLAH PENGHA SILAN BRUTO DAN PPh PASAL 21 DITANGGUMNG PEMERIN TAH

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PPh PASAL 21 DILAKUKAN PEMOTONGAN

WJUMLAH PENGHA SILAN BRUTO DAN PPh PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH

JUMLAH PENGHA SILAN BRUTO DAN PPh PASAL 26 DILAKUKAN PEMOTONGAN

[TOTAL PENGHA SILAN BRUTO, PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 DIPOTONG DAN PPh PA SAL 21 DAN PA SAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH




